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. ABSTRACT
Although their ‘“V"‘s““e“.‘s are very important for developing countries like Indonesia, the existence
of multinational corporations may give bad impacts for the host countries. To solve these impacts,
ihe United Nations Commission on Transnational Corporations has arranged the code of conduct for
those corporations. The ethics code does not bind legally, so it is very difficult to give sanction when

a multinational corporation infringes the code of conduct. To solve this difficulty, the host country’s
government can adopt the code of conduct into its legislations.

. PENDAHULUAN

Berkembangnya perekonomian di negara-negara berkembang dewasa ini,
disebabkan peranan perusahaan-perusahaan transnasional dalam perekonomian negara
penerima modal semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peranan penanaman
modal asing dalam mengembangkan dan menciptakan perekonomian modern dan
mekanisme pasar yang luas bagi negara penerima modal bersangkutan.”

Mengingat peranannya tersebut, peranan yang dimainkan perusahaan transnasional
menjadi sangat penting untuk kemajuan ekonomi negara di mana perusahaan tersebut
beroperasi. Namun, dari peranan yang sangat bermanfaat itu, juga menimbulkan
berbagai persoalan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perilaku perusahaan transnasional
yang tidak menguntungkan itu, antara lain ketidakpaduan sistem hukum negara-negara
penerima modal itu sendiri. Jika ada, itupun simpang siur dan tidak terpadu, sebab
dilakukan secara lokal dan sektoral.

Undang-Undang No. 1. Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dalam
konsideransnya mengemukakan tentang latar belakang, motif, maksud dan tujuan
penanaman modal asing bagi pembangunan nasional, antara lain: “bahwa pembangunan
ekonomi berarti pengelolaan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi
riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan,
peningkatan keterampilan, peningkatan kemampuan berorganisasi dan manajemen.”’

*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang. o
1) Lihat Sumantero, “Investment Law, Corporation in Investment, and thelndonesian Perspectives ",

Bandung;: Binacipta, 1982, him. ix.
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Walaupun demikian, maksud dan tujuan dari kebijaksanaan Pemerintap
enanaman modal asing masih minim dan tidak memagy; d
terdapat fenomena baru dalam dunia perdagangan dan perekonomian intemasiOD;l

apa yang disebut perusahaan transnasional (transnational corporation atay TNC‘ Yaity
perusahaan multinasional (multinational corporation atau MNC). Di samp: )afau
kaidah-kaidah hukum dari negara asal atau negara induk perusahaan transna:img ity,
sendiri dalam batas-batas tertentu berlaku. Demikian pula hukum nasional daﬁonal ity
penerima modal berlaku terhadapnya. Dari keadaan serupa ini, terbuka kemy negﬂa
timbulnya permasalahan hukum dalam kaitan antara perusahaan tmnsnasioﬁii“:z:

alam
seb&b

kaitannya dengan p

negara penerima modal.

Perusahaan multinasional (MNC) beroperasi di dalam wilayah darj
ncgara dengan tujuan utama mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Karenl beberapa
modal, teknologi, dan keahlian yang dimilikinya, perusahaan itu dapat b a kekuatap
satu negara ke negara lain tanpa dapat dij angkau dengan kekuatan dan yuri er,gel;ak darj
tertentu. Sedemikian tinggi mobilitasnya, sehingga tidak ada satu yurisdiksi negara
menjadi tempat kedudukannya yang bersifat permanen. Negara pun yang

N Kzrena tujuan gtama perusahaan multinasional dalam menanam modal d;
,ef;Z:] :in::th ame?caTl llcetintungaln sebesar-besarnya, maka tidak mustahit a; di suaty
Na‘fsu mengeﬁa: l:(eEnt[:lp MFZChIavelisme” (tujuan menghalalkan segala m:c:l o
praktik-praktik yan nte: gﬁ:n e D'emsahaan transnasional tersebut dengan merlnal:i?:;

©oing baik bempagund: a lse'pem transfer pricing dan penyuapan. Praktik tr
transnasional dengan m.ui’; icing maupun over pricing bisa dilakukan oleh pel'us‘:;“fer
memprihatinkan justru PJCmSall-l‘nmk menghllndar dari pengenaan pajak. Adapun aan
orakik penruaat s aan -tran.snasmnal tidak segan-segan melakuk ya.ng
» mempengaruhi pejabat serta praktik korupsi. Hal ini :n P;al;:k-
- isebabkan

. .

prima sehingga tidak da H
_ at d
penerima modal. pat dijangkau oleh aturan-aturan hukum nasional
negara

modal, maka banyak
yak negara mengusulkan dibentuknya suatu perjani
perjanjian yang berisi

pengaturan tingkah |
aku (c

berkepentingan dalam hU 1(c.ode of conduct) yang dapat mengik ,
i al penanaman modal asing deng et .
an itu da . an tuju ik-prakti
Perusahaan transnagic ’PaF dihentikan. Ditinjau dari kead juan agar-pll‘aktlk praktik
sional tidak memaksa Sl adaan serupa ini, seyogianya
ana perusahaan tersebut beroperasi

untuk men iui
yelujui syarat-syar:
Syarat dan/atau klausul-klausul
yang mereka terapkan secard

sepihak .

80




PERUSA
HAAN ;’E:’SNAS!ONAL DAN IMPLIKASINYA
HUKUM NASIONAL INDONESIA

Dalam kaitan ini beberapa badan in - _
elakukan berbagai kajian tentang peranant ;:l:;::nﬁ:i::::;j :::h PBB juga telah
pasional, 1ETU(AM2 pembangunan nasional negara-negara berkemban ‘:‘P':mb;“g“ iy
s pengaruhnya dalam hubungan intemasional? Hasilnya adilah sewl:brinm:;m,
gomisi PBB mengenai Perusahaan Multinasional (United Nations Commission z:

Trans national Corporation) yang pada tahun 1977 berhasil merumuskan aturan tingkah
jaku bagi perusahaan tersebut.

Tulisan ini membahas pengertian perusahaan transnasional dan implikasinya
dalam hukum nasional Indonesia, serta sikap perusahaan transnasional terhadap code
of condect. Dengan kata lain, sejauh mana kekuatan mengikatnya aturan-aturan tingkah
aku tersebut.

[1. PENGERTIAN PERUSAHAAN TRANSNASIONAL

Sebenarmya pengertian perusahaan transnasional atau perusahaan multinasional
merupakan pengertian di bidang ekonomi. Para ahli ekonomi belum dapat mencapai
Lesepakatan mengenai batasan dari perusahaan multinasional itu. Seringkali dijumpai
istilah-istilah yang dipergunakan untuk perusahaan multinasional yang beraneka ragam,
seperti international companies, multinational corporation, multinational enterpries,
dm transnational enterprises.”

Clive Schmithoff dan Tindal wenggunakan istilah multinational enterprise
(MNE) dengan mengemukakan definisi sebagai berikut: “4 combination of companies
of different nationality connected by means of shareholding, managerial control and
confract and constituting economic unit.” Artinya, suatu gabungan perusahaan yang
berbeda kebangsaan yang dihubungkan oleh sarana pemilikan saham, pengawasan dan
kontrak manajemen, serta membentuk suatu kesatuan ekonomi.

Menunut Norbert Horn, MNE adalah perusahaan-perusahaan yang dipimpin atau
dikendalikan dari negara asainya (home country) dan melakukan kegiatan-kegiatan yang
berarti secara ekonomis di negara-negara lain, yang dikenal sebagai negara penerima
modal (host countries). Adapun yang membedakan antara perusahaan multinasional dari
perusahaan dagang lain adalah kemampuan perusahaan multinasional untuk menjalan-
kan kekuasaan pemasaran serta pengaruh di negara penerima modal atau negara

?) Sumantoro, "Peranan Perusahuan Multinasional dalam Pembangunan Negara Sedang

Berkembang dan Implikasinya di Indonesia,” Bandung: Alumni, 1983, hlm. 33. .
3) Sunaryati Hartono, “Hukum Perseroan Kita dan Pengawasan terhadap Perusahaan Multi-

nasional, " Bandung: Alumni, 1979, him. 118

&1




an lain perusahaan multinasional Sanggup mejak
ukan

ya di bidang pemasaran.“.

setempat.
pengawasan dari jauh khususn ! |
Pusat pcngambllan keputusan dari MNE diatur serta dikendalikan dari negar,
keputusan-keputusan di bidang bisnis y:al

* Jang

hkan menyangkut
dapat dijatankar di negara setempat (host couniries)

Baade, MNE adalah suatu perusahaan atau sekum
s kegiatan usahany2 di bawah satu pengawasan (gul?u!an
tau lebih, dan perusahaan atau kelompok perusah aa!:lflg
dan kekuasaan dalam hal pemasaran. Selanjutnya dijelaSk]tu
ol dari perusahaan multinasional adalah adanya suaty an,
manajemen {central management) di satu negara yang dinamakan home Caum,ypusat
negara asal. Selain itu, adanya kegiatan-kegiatan bisnis yang mempunyai artj Seatau
ekonomian negara lain, yang ditunjuk atau dinyat;ratna

ekonomi makro di dalam per
an melihat definisi-definisi dan pengert;
ian-

sebagai negara setempat (hos! countries). Deng
pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai perusahaan transnasi
asional,

maka dapat disimpulkan bahwa struktur dari perusahaan ini, adalah:
1. adan}fa perusahaan induk (paren! company) yang terutama berfungsi sebagai
fanajernen (central management) yang berada di negara asal (home g2l pusat
2. adan}fa perusahaan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan tracr?umrj,);
(multinational enterprise) yang terletak di negara setempat (host c nSn:?smnal
perusahaan transnasional itu menjalankan kegiatan-kegiatannya ountry) di mana

(home countryh ba
dimaksudkan untuk
Menurut Hans W.

rusahaan yang memperlua

direction) pada dua negara 2

mempunyai pengaruh
bahwa cirt yang menonj

PARENT
COMPANY Home Country
A B
¢ D
. E - F Host Country
L p
Q
X
Y Host Country

4) Sunaryatj
ryali Ha “py
$) Jhid nono, “Transnetional Corporation,” B
on, " Bandung: M.P,, 19

: M.P., 1989, hm. 2.
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struktur yang digambarkan di sebelah menjadi sangat rumit bilamana subsidiz
atan Anak perusahaan dari MNE mendirikan sendini subsidiary di ncgara-r;cgara la’i:
(other host counr'ﬂ'es). yang masing-masing didirikan berdasarkan hukum setempat di
ana subsidiary it berada. Namun ditinjau dari sudut manajemen subsidiary itu berada

Ji bawah pengawasan dari perusahaan induknya (MNE).®

Karena b:.m‘yal.c kew?rga“EBama" (nationalities) atau kebangsaan sesuai dengan
panyaknya subsidiaries dari perusahaan multinasional itu, maka perusahaan-perusahaan
tersebut terkenal sebagai multinationa! enferprises atau perusahaan multinasional. Akan
etapi karena perusahaan-perusahaan itu diawasi atau dikendalikan oleh perusahaan
induk (central management), maka kegiatan-kegiatan transnasional dari perusahaan-
perusahaan itu (subsidiaries) menjadi lebih menonjol sehingga perusahaan-perusahaan
ini disebut transnational corporations. Jadi istilah multinational corporation harus
dikaitkan dengan banyaknya tanda kebangsaan dari perusahaan-perusahaan subsidiary
yang bleroperasi di negara-negara lain di luar negara asalnya. Sedang istilah transnational
corporation harus dikaitkan dengan kenyataan atau fakta bahwa kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan subsidiary di negara-negara setempat (host
countries} diawasi langsung oleh perusahaan induk (central management) dari MNE.
liulah sebabnya setiap perusahaan multinasional mempunyai dua aspek yang harus
dibedakan, namun tak dapat dipisahkan satu sama lain. Di satu pihak perusahaan
transnasional mempunyai perusahaan induk (parent company) yang mempunyai pusat
manajemen {central management) yang berada di negara asal di mana perusahaan induk
ini mencakup semua cabang-cabang atau subsidiaries-nya yang tersebar di seluruh dunia
dan dilihat sebagai satu perusahaan besar (MNE). Namun di lain pihak setiap subsidiary
dari MNE berada atau berdomisili di dalam negara yang berbeda satu dengan yang
lainnya. _

Kedua aspek MNE itu harus ditetapkan oleh negara-negara setempat {host
countries) tempat kegiatan bisnis perusahaan tersebut dijalankan. Sejauh mana negara-
negara tersebut yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang telah
mengatur kedua aspek tadi adalah merupakan suatu permasalahan tersendiri.

Secara yuridis, hukum nasional harus berhadapan dengan perusahaan yang
didirikan di dalam wilayah yurisdiksinya séndiri berdasarkan hukum dari masing-
masing host country, sehingga nampaknya tidak ada perbedaan antara perusahaan asing
dan perusahaan nasional. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 (Undang-Undang

8) Ihid hlm. 3.
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isahaan modal asing scharusnya mendirikan pemsahaa

' — atas Indonesia. Den :
dan hukum Indonesia atau perseroan terb | Indonasia 4 gan demikian

g berbada « terdapat perbedaan antara perusahaan In onesnla an perusahaan

dalah perseroan terbatas Indonesia, yang diatur olep, hukyp,

' ing), pen
Penanaman Modal Asit g1

yan
:cccam yuridis tida
asing scbab keduanya a
Indonesia.
Perbedaan
reknologi asing di satu pih

antara perscroan terbatas Indonesia yang memb-awa modal dan
ak dan perseroan terbatas Indonesia yang tidak Mempuny,

dal atau teknologi asing di lain pihak adalah, b.ahwa perusahaan yang di”s.ebut Pertam,
modal a ‘l h fasilitas-fasilitas tertentu dan untuk itu mercka memerlukan ijin da, e
::::ﬂlr;::l::: Ko;)rdinasi Penanaman Mol.dal Indonesia, sefisng pemiaha_an yang disepy
terakhir tidak menikmati fasilitas itu, sehingga dengan demikian mereka tidak memerlykg,

rscbut dari BKPM.?

Sesungguhnya Undang-Undang No. | Tahun 1967 hanya d_ap?at mengaty,
perusahaan asing yang sctclah didirikan berdaasarkan hukl'lm Indonesia kemudiap
a, dan hal ini dimaksudkan sebagai anak perusahaan atay

beroperasi di Indonesi -a #
subsidiary dari MNE. MNE itu sendiri tidak dapat dijangkau oleh hukum nasiona]

Indonesia dan oleh karenanya merupakan objek pengaturan hukum internasiong|
Selama belum ada peraturan hukum internasional, terutama perjanjian antamnegary.
maka tidak jarang terjadi pertentangan kepentingan antaranegara setempat atau negarq
penerima modal dan MNE. Bila pertentangan ini terjadi, maka anak perusahaan atau
subsidiary sulit dijamin loyalitasnya kepada negara penerima modal ataupun
keterikatannya kepada tujuan scbenarnya dari penanaman modal, tetapi sebaliknya
perusahaan ini akan tunduk kepada perusahaan induknya, menjalankan instruksi dan
kebijaksanaan yang telah digariskan oleh perusahaan induknya. Dengan perkataan lain,
loyalitasnya kepada perusahaan induknya sebagai pusat organisasi dan manajemen lebih
diutamakan daripada loyalitas kepada negara setempat.

ijin tc

Ditinjau dari segi ini dapat disimpulkan bahwa MNE berada di negara asal (home
country), sedangkan multinational corporation (MNC) berada di negara setempat (host
country) di mana perusahaan tersebut menjalankan kegiatan-kegiatannya. Hukum
nasional pada umumnya dan Undang-Undang No. | Tahun 1967 pada khususnya tidak
mungkin mengatur MNE, sebab MNE berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal
itu berarti bahwa hukum nasional mcinpunyui keterbatasan. Itulah sebabnya negara-

negara mengadakan kerjasama satu sama lain untuk mengatur MNE dengan card
menciptakan code of conduct.

1) 1bid, him. 6,
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; PERUSAHAAN 1 ;
(11, SIKAP RANSNASIO \ ‘
CONDUCT® NAL TERHADAP “CODE OF

Perusahaan transnasional mempunya; kekuasaan ekonomi dan politik di
aerima modal. Hal ini terbuki polifik di negara

Allende, ketika perusahaan-perusahaan
perusahaan [TT bereaksi dengan me
pcrckonomian Cile. Ternyata popularit
dibunuh pada tahun 1973.®

asing akan dinasionalisasi dj negara tersebut.
ngadakan embargo dagang untuk merusak
as Presiden Allende tidak goyah sampai dia

Dengan timbulnya kasus ITT ; Cile, maka negara-negara terdorong untuk
menciptakan at‘uran-aluran yang dapat mengatur tingkah laku perusahaan transnasional
di negara penerima modal. Memang perusahaan transnasional mendukung pembentukan
codes atau aturan tingkah laku yang bersifat intemasional. Namun dukungan tersebut
disertai dengan suatu persyaratan, yaitu bahwa codes itu secara yuridis tidak harus

mengikat perusahaan transnasional. Dengan perkataan lain penaatan terhadap codes itu
scharusnya hanya bersifat sukarela (voiuntary).

Hal yang paling dikhawatirkan atau ditakuti oleh perusahaan transnasional adalah
kenyataan bahwa apabila suatu peraturan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,
maka perusahaan transnasional tidak dapat mengenyampingkan ketentuan tersebut
ketika timbul masalah bisnis. Keadaan demikian yang menyebabkan code of conduct
dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat, tidak memuat apa yang disebut lega/ obligation. Isinya hanya merupakan
pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, berisi himbavan-himbauan kepada negara-
negara, baik home country maupun host country agar mentaati ketentuan-ketentuan atau
prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Walaupun code of conduct ini tidak
mempunyai kekuatan mengikat, namun tidak berarti code of conduct ini tidak mem-
punyai arti. Code of conduct dapat mempunyai arti sebab tidak sepenuhnya bergantung
pada masing-masing negara dan juga para pengusaha masing-masing negara. Misalnya
kalau code of conduct dari Organization of Economic and Development (OECD)
dianggap baik oleh banyak negara, maka hal ini akan menjadi hukum kebiasaan

. internasional.

—_— . ..

8) Pieter van Dijk. ‘;wa Legal Character and Development of Codes of Conduct for Transuational
Corporations, Bandung: M.P., 1989, him. 1.
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. o sing itu, terikatnya suatu MNC pada‘ code of conduct juga bergan'tun
Di samping t menaaii code of conduct itu. Kalau perusahaap tersety gp&da
untu quran dari code of conduct, dan pada suaqy, wal _“duk
\ah satu keputusan pengadilan di Neger; Belanda o

den, yang keputusan tersebut antara lajp men Aat

sikapnya sendiri
cecara sukarela pada pt.sra
masalah, maka paling tidak sa

- i fu prese
digunakan scbagal SU2 ang bersangkutan

imoi r se |
bahwa, oleh karena pimpinan pe sahaan yang B Cara terbyk, ,

ebijaksanaan perusahaan berlandaskan pada code of ., ducy ah
¥ maka

) . rn.

Dengan demikian, perusahaan yang telah menyatakan dirinya typgy, .

sukarela pada peraturan-peraturan yang tcrda;?'r:lt di dalam .code O‘( conduct g
menghindarkan dirinya dari kewajiban-kewajiban yang diatur di dalamny, bilanyg,
pada suatu saat timbul permasalahan, terutama dalam hubungan E_!ntara MNC dan nege 2
setempat sebagai negara penerima modal. Dalam hubungan ini, pada wakiy MNra
hendak memasuki suatu negara untuk menjalankan kcgiatﬂn‘kegiatannya di Negary
tersebut, maka sebaiknya negara setempat harus menentukan melalui peratyrag Peunga

undangannya bahwa MNC harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prinsip_prinsig‘
yang terdapat dalam code of conduct.” P

menyatakan bahwa k _ .
terhadap perusahaan tersebut code of conduct itu telah berlaku sebagai py,

ry
% dapy

1V. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik
beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

I. Latar belakang lahinya Komisi PBB mengenai Perusahaan Transnasional (Unireq
Nations Commission on Transnational Corporations) yang kemudian bethasi]
menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan dari Code of Conduct on TNC
tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa perusahaan multinasional melakukag

praktik-praktik yang sering meru gikan negara penerima modal (host country) yang
pada umumnya adalah negara-negara berkembang. Kasus Cile dapat dianggsp
sebagai suatu “casus belk” atau momentum yang menyebabkan negara-negara
ar.lggo_ta PBB memikirkan perlunya disusun sebuah code of conduct yang seharusnya
?r:‘::az:z:arllt:jgiara-negara. Praktik-p.raktik kotor yang dijalankan oleh perusahaan‘
e d negara-negara pe.ncrlma modal itu seringkali terjadi karena adanys
puan dan kekuatan yang tidak seimbang antara perusahaan tersebut dengan

negara '
" ;; 4 penerima n.mdal (host country) dalam hal teknologi, modal, kemampuat
Najemen, dan sisten hukum.

—_—

%) hid.
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akhimya mengikat negara-negara,

. Perlu dituangkannya ketentuan-ketentuan dari code of conduct ke dalam peraturan-

peraturan hukum nasional itu dilandasi oleh kenyataan, bahwa hukum nasional dari
negara-negara penetima modal atau host countries hanya dapat menjangkau dan
mengatur salah satu aspek dari perusahaan transnasional, yakni hanya mengatur
subsidiary atau anak perusahaan yang berada dan beroperasi di negara-negara
tersebut, sedangkan aspek lainnya yaitu perusahaan induknya yang berada di negara
asal (lrome country) tidak mungkin terjangkau dengan pengaturan hukum nasional
termasuk Undang-Undang No. | Tahun 1967, Untuk itu Indonesia perlu membuat
suatu peraturan hukum yang memadai, sehingga perusahaan multinasional yang

melakukan kegiatan di dalam wilayahnya menaati ketentuan-ketentuan dalam code
of conduct. .
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